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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 72
ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dalam
implementasinya belum menjamin pengalokasian Dana
Desa secara lebih merata dan berkeadilan sesuai
dengan kemampuan keuangan negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan
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atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014
TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penyusunan pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran
Bendahara Umum Negara.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
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3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN
dapat diubah melalui APBN perubahan.

(2) Perubahan pagu anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dalam hal anggaran Dana
Desa telah mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar
dana Transfer ke Daerah (on top).

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah
Desa.

(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan
secara berkeadilan berdasarkan:

a. alokasi dasar; dan

b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat
kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

(3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.

(4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
statistik.

(5) Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian
APBN.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Berdasarkan Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), bupati/walikota menetapkan
Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.

(2) Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
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